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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 59 TAHUN 2020   
 

TENTANG 

 
PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT UNTUK 

KEPERLUAN MENDESAK DALAM RANGKA PEMBERIAN INSENTIF DAN 

SANTUNAN KEMATIAN TENAGA KESEHATAN DAERAH YANG MENANGANI 

CORONA VIRUS DISEASE-2019 DAN PELAKSANAAN SELEKSI  
KOMPETENSI BIDANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 FORMASI TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN 

KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersedian anggaran dalam 
rangka memberikan insentif dan santunan kematian tenaga 

kesehatan daerah yang menangani Corona Virus Disease 2019 
(COVID-2019) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

HK.01.07/MENKES/392/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang 
Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga 

Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019  
(COVID-2019) dan untuk mendukung pelaksanaan Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Formasi 2019 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 
B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 Hal Rencana 

Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, maka 

sesuai Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kendal tanggal 20 Juli 2020, pelaksanaan kegiatan 

dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan melalui 

Pendanaan Keadaan Darurat untuk keperluan mendesak 

dengan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan 
pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan 

darurat untuk keperluan mendesak diatur dengan Peraturan 
Bupati; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran 

Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak 

dalam rangka Pemberian Insentif dan Santunan Kematian 

Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani Corona Virus 
Disease-2019  dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang 

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai  Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten  di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 199); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor  157); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor  158 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2019 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 

37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 37); 

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  

2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 

2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2020 Nomor 55); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN 

PENDANAAN KEADAAN DARURAT UNTUK KEPERLUAN 
MENDESAK DALAM RANGKA PEMBERIAN INSENTIF DAN 

SANTUNAN KEMATIAN TENAGA KESEHATAN DAERAH YANG 

MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE-2019  DAN 
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Bupati adalah Bupati Kendal. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kendal. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda 
adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. 
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BAB II 

PENDANAAN KEADAAN DARURAT 

Pasal 2 
 

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini 

adalah pendanaan keadaan darurat untuk keperluan 
mendesak dalam rangka Pemberian Insentif dan Santunan 

Kematian Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani Corona 
Virus Disease-2019 dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 

Bidang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 
2019 Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp 5.200.090.000,00 (lima milyar dua ratus juta 

sembilan puluh ribu rupiah) dengan melakukan penjadwalan 
ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan dan menggunakan belanja 
tidak terduga. 

(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara rinci adalah sebagai berikut : 

a. untuk memberikan Insentif dan Santunan Kematian 
Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani Corona Virus 
Disease-2019 sebesar Rp 4.882.500.000,00 (empat milyar 

delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu 
rupiah); dan 

b. untuk Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi 
Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 sebesar 

Rp 317.590.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus 
sembilan puluh ribu rupiah). 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGELUARAN DANA 

Pasal 3 
 

(1) Pelaksanaan pendanaan keadaan darurat untuk keperluan 

mendesak dengan melakukan penjadwalan ulang capaian 

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun 

anggaran berjalan dan menggunakan belanja tidak terduga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan besaran dana 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(2) Bupati menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan 
penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan 

menggunakan belanja tidak terduga dalam rangka 

pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
tanggal Keputusan Bupati ditetapkan. 

(3) Pelaksanaan penggunaan dana dari pelaksanaan 

penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan 
menggunakan belanja tidak terduga dalam rangka 

pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
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(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memasukkan dalam rekening 
belanja SKPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan. 

 

Pasal 4 
 

Mekanisme pencairan dan penggunaan dana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 

BAB IV 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 5 
 

(1) Kepala SKPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan wajib 

melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala Bakeuda. 

(2) Kepala SKPD pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan dana 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal 24 Juli 2020 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 

MIRNA ANNISA 
 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 24 Juli 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

MOH. TOHA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 59  
 

 


